
BUPATI KENDAL

PBRATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR n TAHUN - :  . .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL I\OMOR 38 TAHUN 2O13
TBNTANG KOMISI PBNGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

KABUPATBN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang i a, bahwa agar pemantauan, pengawasan penyaluran dan
penyediaan pupuk di Kabupaten Kendal lebih dapat
terkoodinir dengan baik dan lancar, maka perlu
mengubah susunan keanggotaan Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kendal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,  maka per lu menetapkan Perat-uran Bupat i
Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 38 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida Kabupaten Kendal;

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1  950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sislern
Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3a78);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 382 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286\; 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor a355);

6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor aB44);

7 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20 10 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5 L7O\;

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20I I  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2QI1 Nomor B'2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai  Ber lakunya Undang-Undang 1950

Nomor  L2, I3 , I4  dan 15 dar i  Ha l  Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di  Jawa Timur/Tengah lRarat dan
Daerah Istimewa Yograkarta;

1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 197 3 tentang
Pengawasan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan
Pest is ida (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahr,rn

1973 Nomor I2);

1 1 " Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun I97 6 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  3079) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OO i tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor aO79);

13 " Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor a57B);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik Indonesia Nomor 47371;
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15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2Ol I tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan;

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Pe rundang- undangan;

17 . Peraturan Menteri Fertanian Nomor
40 lPermentan lOT"  1  40 l4 l2OO7 tentang Rekomendast
Pemupukan N,P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

1 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 I M-
DAG I PE,R I 6 I 20 | I tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran trupuk An Organik;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70 lPermentan lSR.  140 I  IO I2OI I  tentang Pupuk Hayat i
dan Pembenah Tanah:

20. Peraturan Menter i  Keuangan Nomor 94 IPMK 02 120 1 I
tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran. Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;

2I "  Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 20 1' : l
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 32),

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan
Pemerintahan Pil ihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OO7 Nomor 14 Seri E
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor I2);

23.Peraturan Bupat i  Kendal Nomor 38 Tahun 2Ol3 tentang
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten
Kendal (Ber i ta Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013
Nomor 38 Seri E No " 261:

MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN 2013
TBNTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kendal
Nomor 38 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2OO9 Nomor 44 Seri  E No.39) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : 

;
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Pasal 5

(1) Keanggotaan KPPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dengan susunan sebagai berikut :

a .

b .

Pembina I

Pembina II

c. Ketua
d. Ketua I

e. Ketua II

f. Sekretaris

g. Sekretaris I

h. Sekretaris II

Bupati"
Wakil Bupati.
Sekretaris Daerah.
Kepala SKPD yang
pertanian.

membidangi

Kepala SKPD yang membidangi
perindustrian dan perdagangan.

Kepaia Bagian Sekretar iat  Daerah
yang membidangi perekonomian"

Kepala Bidang yang menangani
pupuk dan pestisida pada SKPD yang
membidangi pertanian.

Kepala Bidang yang menangani
perdagangan pada SKPD yang
membidangi perindustrian dan
perdagangan.
Kepala SKPD/instansi  di  luar SKPD
(sesuai kebutuhan)"

i. Anggota

(2) Susunan keanggotaan KPPP Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Di tetapkan di  Kendal
Pada tanggal .rit i,i/:"ri:crr-,' e{ i+
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BUPATI
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